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Abstrak : Dengan melihat analisa data hasil penelitian, maka telah dapat 
ditarik kesimpulan guna menjawab pertanyaan pada permasalahan diatas, 
adalah sebagai berikut: Proses pengawasan pemberian remisi terhadap 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Abepura sama halnya 
dengan pelaksanaan pemberian remisi yaitu diawasi langsung oleh 
Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kantor Departemen Hukum 
dan Hak Asasi Manusia, dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia.  
 
Kata Kunci : Pengawasan, Remisi, Narapidana, Lembaga  
 Pemasyarakatan.  
 
PENDAHULUAN 
Sistem Pemasyarakatan adalah sistem yang tidak sekedar 
rehabilitasi dan resosilisasi, akan tetapi diperlengkapi dengan unsur-unsur 
edukatif- korelatif-defenitif dan beraspek individu dan sosial secara idiil 
oleh dasar filsafat Pancasila. Sistem itu sendiri di dalam Pemasyarakatan 
harus mempunyai ukuran/syarat tertentu, elemen tertentu yang interrelasi 
dan berproses sesuai dengan konsepsi tertentu. 
Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan 
menetapkan apa yang harus ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. 
Hukum dapat mendiskualifikasikannya sebagai melawan hukum. 
Perbuatan yang sesuai dengan tidak merupakan masalah dan tidak perlu 
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dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan melawan hukum. 
Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan 
penegakkan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia 
sanksi. 
Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu 
mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak 
diperdebatkan oleh para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan 
masyarakat, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan 
selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi 
meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada 
pengalaman di masa lampau. 
Mengukur keberhasilan Sistem Pemasyarakatan, bukanlah 
pekerjaan yang mudah, apalagi menentukan keseluruhan bidang yang 
bergerak adalah lingkungan Sistem Pemasyarakatan. Keberhasilan 
Sistem Pemasyarakatan diawali tinggi/rendahnya angka remisi yang 
dicapai dalam pembinaan di dalam masyarakat. Setiap narapidana yang 
mengalami pidana lebih dari 6 (enam) bulan dapat diberikan dorongan 
berupa upaya remisi untuk memperpendek masa pidana, apabila telah 
menunjukkan prestasi dengan berbuat dan berkelakuan baik atau turut 
mengambil bagian berbakti terhadap Negara. Hak remisi merupakan 
prestasi narapidana, diatur secara bersama- sama untuk dapat di terima 
bertepatan dengan Ulang Tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap 
tanggal 17 Agustus 1945. 
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Remisi atau pengurangan penghukuman selama narapidana 
menjalani hukuman pidana juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem 
Kepenjaraan menempatkan  remisi  sebagai  hadiah.  Artinya  remisi  
adalah  hadiah dari Pemerintah kepada narapidana. Sejak tahun 1950, 
remisi tidak lagi sebagai anugerah, tetapi menjadi hak setiap narapidana 
yang memenuhi syarat yang ditetapkan. 
Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan 
sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina 
diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum seperti dalam Sistem  
Pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam 
sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya 
jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk 
mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi. 
Kriteria pemberian remisi perlu diperjelas sehingga dapat menutup 
peluang remisi menjadi komoditas. Mesti remisi adalah hak narapidana, 
tetap perlu ada kondisi khusus yang ikut menentukan diberi atau tidaknya 
pengurangan hukuman dan lamanya pengurangan hukuman bagi 
narapidana. 
Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapat kontrol dari luar dan 
memerlukan pengawasan dalam pemberian remisi. Pemberian remisi 
mestinya memiliki batasan dengan syarat yang lebih spesifik. Meskipun 
remisi menjadi hak setiap narapidana, tetap harus ada kondisi khusus 
yang membedakan remisi yang diterima narapidana satu dengan yang 
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lainnya. 
Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam 
merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan, yaitu rehabilitasi dan 
resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penangguhan 
kejahatan (Suppression of Crime). Keberhasilan dan kegagalan 
pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan 
kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif2 
Dalam menjalankan pelaksanaan pemberian remisi, Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Abepura mendapatkan hambatan, dimana 
seorang narapidana yang akan diusulkan untuk mendapatkan remisi, 
harus memenuhi beberapa syarat. Selain berkelakuan baik, bagi 
narapidana yang melakukan tindak pidana khusus seperti korupsi harus 
membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan 
pengadilan, agar bisa diusulkan mendapatkan remisi. Oleh sebab itu 
penulis melakukan kajian lebih dalam mengenai proses pengawasan 
dalam pemberian remisi terhadap Narapidana di Lapas Abepura serta. 
Faktor-faktor apakah yang menghambat pemberian remisi di Lapas 
Abepura. 
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PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Pengertian Pengawasan 
Pengawasan berarti mendeterminasikan apa yang dilaksanakan, 
maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan 
tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan 
rencana-rencana. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas 
untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting 
dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. 
Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang 
merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin 
bahwa  tujuan  dan  sasaran  serta  tugas-tugas  organisasi  akan  dan  
telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, 
dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. 
Berdasarkan deskripsi pengertian yang tersaji diperoleh suatu 
konsep pemahaman bahwa pengawasan (controlling) dapat dianggap 
sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan penting 
dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang direncanakan. Pengawasan 
bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, 
pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan 
dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas 
organisasi. 
Dengan demikian fungsi pengawasan adalah untuk mencegah 
sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam 
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pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas. Persoalannya tanpa 
pengawasan, proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas bisa saja 
menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku 
 
Tinjauan Umum Tentang Remisi 
Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang di dasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 1 
Kepres No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana 
yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan 
baik selama menjalani pidana. Faktor yang menentukan bahwa “setiap 
narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara 
dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan 
berkelakuan baik selama menjalani pidana”. 
Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam 
rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan dan juga Negara 
Indonesia menjamin kemerdekaan  tiap  penduduk  agar  bisa  
memberikan  yang  seharusnya diberikan kepada terpidana dengan 
adanya remisi tersebut agar mereka bebas dan diterima oleh masyarakat. 
 
Pengertian Remisi 
Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam 
rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, maka pengertian  
remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada 
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narapidana yang memenuhi syarat. Remisi juga merupakan pengurangan 
masa hukuman yang di dasarkan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia. 
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga  Binaan 
Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 6, Remisi adalah  pengurangan masa 
menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana 
yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 
1999 tentang Remisi tidak memberikan pengertian remisi, hanya 
dikatakan bahwa “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani 
pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi 
apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”. 
Menurut Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan 
Republik Indonesia Nomor : M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 tentang 
Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 174   
Tahun 1999 tentang Remisi Pasal 1, Remisi adalah pengurangan masa 
pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah 
berkelakuan baik selama menjalani pidana. 
 
Macam-macam Remisi 
Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan Presiden No. 174 
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Tahun 1999, pada Pasal 2 disebutkan bahwa remisi ada 4 macam, yaitu: 
a. Remisi Umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan 
kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. 
b. Remisi Khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan 
kepada Narapidana dan Anak Pidana pada Hari Besar  Keagamaan 
yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak- 
banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama. 
c. Remisi Tambahan adalah pengurangan masa pidana yang diberikan 
kepada Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada 
negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau 
kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan 
Lembaga Pemasyarakatan. 
d. Remisi dasawarsa adalah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan 
Hak  Asasi  Manusia  RI Nomor  M.01-HN.02.01  Tahun  2005 tentang 
penetapan pengurangan masa hukuman secara khusus 60 (enam 
puluh) tahun Kemerdekaan RI.3 
 
Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan Pasal 1 butir 1, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk 
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melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem 
kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dalam 
tata peradilan pidana. 
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan Pasal 1 butir 3, Lembaga Pemasyarakatan adalah 
tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau anak didik 
pemasyarakatan”.    Lembaga   Pemasyarakatan    sebagai    ujung  
tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk 
mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi dan 
reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut 
maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan 
tugas pembinaan dan pengamanan narapidana dalam undang-undang ini 
ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. 
Soejono D mengatakan Lembaga Pemasyarakatan adalah rumah 
penjara yang pada dasarnya merupakan pembicaraan tentang “sistem 
hukuman” dan “pembinaan” di dalamnya yaitu suatu cara yang merupakan 
alat untuk mengatasi masyarakat yang melanggar kaidah-kaidah hukum 
dari suatu negara Menurut Sahardjo, Lembaga Pemasyarakatan bukan 
tempat yang semata-mata menghukum dan menderitakan orang tetapi 
suatu tempat membina atau mendidik orang-orang yang telah berkelakuan 
menyimpang (narapidana) agar setelah menjalani pembinaan di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi orang-orang yang baik dan 
menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat tertentu. 
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Lembaga Pemasyarakatan yang berkembang sekarang ini  
menganut sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan arah dan batas 
serta cara pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Pancasila yang 
dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat 
untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan aktif berperan dalam 
pembangunan dan serta secara wajar sebagai warga yang baik dan 
bertanggung jawab. 
 
Tujuan Sistem Pemasyarakatan 
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan Pasal 1 butir 2, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu 
tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan 
Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara 
terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 
berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai 
warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa sistem 
pemasyarakatan bertujuan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan 
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agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat 
berperan kembali sebagai anggota   masyarakat yang   bebas   dan   
bertanggung   jawab.    Hal   ini menunjukkan bahwa sistem 
pemasyarakatan sebagai pelembagaan respons masyarakat terhadap 
perlakuan pelanggar hukum pada hakekatnya merupakan pola 
pembinaan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang 
dilakukan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat. 
Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral 
dari kegiatan pembinaan, sehingga dapat diperlukan dalam mencapai 
tujuan yang diinginkan. 
Sistem Pemasyarakatan adalah sistem yang tidak sekedar 
rehabilitasi dan resosilisasi, akan tetapi diperlengkapi dengan unsur-unsur 
edukatif-korelatif-defenitif dan beraspek individu dan sosial secara idiil 
oleh dasar filsafat Pancasila. Sistem itu sendiri di dalam Pemasyarakatan 
harus mempunyai ukuran/syarat tertentu, elemen tertentu yang interrelasi 
dan berproses sesuai dengan konsepsi tertentu. 
Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana 
yang didasarkan atas Azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai 
makluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus dalam  
membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaanya, jasmaninya, pribadi 
serta kemasyarakatannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak 
melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Dengan demikian 
diharapkan terpidana pada waktu lepas dari lembaga benar-benar telah 
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siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik. 
Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan 
narapidana sebagai warga negara yang baik juga bertujuan untuk 
melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana 
oleh narapidana, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak 
terpisahkan dari nilai -nilai yang terkandung dalam pancasila. 
 
Proses pengawasan pemberian remisi terhadap Narapidana di Lapas 
Abepura 
 
Proses pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura pada dasarnya dilakukan 
menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 dalam Pasal 12 - Pasal 17. 
Pasal 12 : 
(1) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan 
pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana kepada Kepala 
Lapas berdasarkan data Narapidana dan Anak Pidana yang telah 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu : “ (1) 
Remisi diberikan oleh Menteri kepada Narapidana dan Anak Pidana 
yang telah memenuhi syarat: 
a. Berkelakuan baik; dan 
b. Telah menjalani masa pidana lenih dari 6 (enam) bulan. 
(2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dibuktikan dengan: 
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a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 
(enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; 
dan 
b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh 
Lapas dengan Predikat baik.” 
Pasal 13  yaitu : 
(1) “Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan keputusan 
pemberian Remisi berdasarkan rekomendasitim pengamat 
pemasyarakatan Kantor Wilayah.” 
(2) “Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana 
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.” 
Pasal 14 yaitu : 
(1) “Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan 
pemberian Remisi Narapidana dan Anak Pidana kepada Kepala Lapas 
berdasarkan data yang telah memenuhi syarat.” 
(2) “Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Remisi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan pemberian Remisi 
disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.” 
Pasal 15 yaitu : 
“Usulan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(2) yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah berdasarkan  
rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan Kantor Wilayah 
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disampaikan kepada Direktur Jenderal.” 
Pasal 16 yaitu : 
“Usulan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang 
telah disetujui oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari tim 
pengamat pemasyarakatan Direktorat Jenderal disampaikan kepada 
Menteri untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri.” 
Pasal 17 yaitu : 
(1) “Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan/atau 
pimpinan lembaga terkait.” 
(2) “Dalam hal Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait tidak 
menyampaikan pertimbangan pemberian Remisi dalam jangka waktu 
paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 
disampaikannya permintaan pertimbangan dari Menteri, pemberian 
Remisi tetap dilaksanakan.” 
Pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Abepura dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 174 
Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 
Perundang-undangan RI No.M.09.HN.02/01 Tahun 1999 Tentang 
Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, dibuktikan 
dengan pelaksanaan pemberian remisi yang menjadi panduan dan 
pedoman pengusulan pemberian remisi yang sesuai dengan Undang-
undang. Pengusulan Pemberian remisi narapidana yang telah memenuhi 
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syarat pemberian remisi diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan 
melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
dengan mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kantor Wilayah 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Bahwa proses pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana 
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Abepura sama halnya dengan 
pelaksanaan pemberian remisi yaitu diawasi langsung oleh Kepala 
Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kantor Departemen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia, dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. 
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